BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengaktivasi layanan
Mobile Banking,adapun yang menjadi syarat utamadan mekanisme/prosedur
nasabah untuk aktivasi layanan mobile bankingsecara lengkap dan rinci
diatur dalam lampiran 3 Ketentuan Umum Layanan Mobile Banking PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat serta nasabah diwajibkan
menandatangani perjanjian aktivasi layanan Mobile Banking tersebut.
Kemudian pada layanan Nagari Cash Mangement (NCM) yang menjadi
syarat utama dalam hal aktivasi dan mekanisme dan prosedur aktivasi
layanan Nagari Cash Management (NCM) dijelaskan secara lengkap dan
rinci di dalam Ketentuan Umum dan Peraturan Fasilitas Aplikasi Nagari
Cash Mangement (NCM) Bank Nagari. Kemudiannasabah diwajibkan untuk
menandatangani perjanjian dan/atau ketentuan umum aktivasi layanan
Nagari Cash Management (NCM) yang telah dipersiapkan oleh pihak bank
kepada nasabah.

2. Dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) oleh
bank umum vyaitu pada produk Mobile Banking dan Nagari Cash
Management (NCM) di Bank Nagari jika dikaitkan dengan prinsip
keseimbangan, dalam hal pencantuman klausula baku pada umumnya telah

sesuai dikarenakan OJK telah memverifikasi perjanjian aktivasi tersebut.
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Kendati demikian, jika ditelusuri lebih mendalam ada beberapa point yang
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat
(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil
penelitian setelah melihat dan mencermati beberapa pendapat dari para ahli
hukum dan setelah melaksanakan penelitian maka didapatkan bahwa yang
sebenarnya menjadi ukuran prinsip keseimbangan tersebut adalah untuk
menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum
perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata, hal ini bertujuan agar kedua
belah pihak yaitu antara Pihak Bank dengan Nasabah pengguna layanan
perbankan digital (digital banking) pada Mobile Banking dan Nagari Cash
Management (NCM) tidak saling dirugikan baik dari segi pencantuman
klausula baku maupun dari segi pelaksanaan perjanjian tersebut.
A. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam hal aktivasi layanan perbankan digital
(digital Banking) pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management
(NCM) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan
fasilitas layanan perbankan digital yang telah ditentukan, kemudian
sebelum menyetujui dan menandatangani serta tunduk kepada ketentuan
umum dan peraturan fasilitas Mobile Banking dan Nagari Cash

Management (NCM), bagi nasabah yang akan menggunakan layanan



perbankan digital tersebut diwajibkan untuk membaca dan memahami
terlebih dahulu isi dari ketentuan dan syarat-syarat yang dicantumkan di
dalam perjanjian aktivasi layanan perbankan digital pada Mobile Banking
dan Nagari Cash Management (NCM) agar tidak terjadi kekeliruan dan
kesalahpahaman yang akan merugikan kepentingan nasabah maupun pihak
Bank.

. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan
terhadap isi kontrak, intervensi otoritas tertentu (pemerintah) yaitu Otoritas
Jasa Keuangan sangat diperlukan dalam hal pengawasan terhadap
perjanjian baku/standar agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen
khususnya pada nasabah bank sehingga terciptanya keseimbangan antara
para pihak di dalam suatu perjanjian aktivasi layanan perbankan digital
(digital banking) pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management
(NCM) Bank Nagari. Dan diharapkan pemerintah dapat memberikan
sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
tersebut dan merugikan para konsumen khususnya pada nasabah pengguna

layanan perbankan digital (digital banking).



